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PUTUSAN
Nomor 557/Pdt.G/2019/PA.Gdt
A 7
P o]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran,

sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama lIslam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26
November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong
Tataan pada tanggal 27 November 2019 dengan register perkara Nomor
557/Pdt.G/2019/PA.Gdt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri yang Sah yang
nikahnya dilakasanakan pada Tanggal 20 April 2004 di rumah Tergugat
dengan wali nikah Ayah Kandung Tergugat, dengan Mas kawin berupa
Emas 5 gram dibayar Tunai yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Kedondong Kab.Pesawaran,
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sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor,
146/39/1V/2004. Tertanggal 26 April 2004, yang dikeluarkan oleh KUA
Kec.Kedondong Kab.Pesawaran

2. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan Suka
sama Suka, Penggugat berstatus Jejaka Sedangkan Tergugat berstatus
Perawan

3. Bahwa sesaat setelah akad nikah penggugat mengucapkan sighat
taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam buku kutipan
akta nikah;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya
suami istri (ba'da Dukhul); Dan telah dikarunia 2 orang anak :

- ANAK-1, Lahir Tanggal, 15-04-2005

- ANAK-2, Lahir Tanggal, 27-11-2012

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat

5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
di rumah orang tua Penggugat di Desa Harapan Jaya Kecamatan
Kedondong Kabupaten Pesawaran;

6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun
dan damai namun sejak Tahun 2005 rumah tangga penggugat dan
tergugat mulai terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat Ketauan selingkuh di depan mata Penggugat.

- Tergugat bersikeras dengan pendiriannya

- Tergugat tetap dengan pendapatnya tanpa mendengar pendapat
penggugat .

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat
terjadi pada Bulan April 2016 dengan sebab Tergugat Ketauan Selingkuh
di Depan Mata Penggugat yang berakibat antara Penggugat dan
Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat tetap tinggal di rumah
Pengugat karena tidak tahan dengan perbuatan Tergugat dan tinggal

sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat
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pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas
yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 3 Tahun.

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga
Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat menyimpulkan

bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan Rumah Tangga

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim
yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat

2. Menyatakan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat
(TERGUGAT) putus karena perceraian

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR:

Apabila Majlis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator dari
lingkungan Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan yang bernama M.
Natsir Asnawi, S.H.l, M.H. akan tetapi upaya tersebut gagal karena tidak
dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar
bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan
tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat,

yang terhadap isinya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan;
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Bahwa oleh karena pada persidangan-persidang berikutnya Tergugat
tidak lagi hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil
atau kuasanya yang sah, meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara
resmi dan patut, namun ketidakhadirannya tidak beralasan hukum, maka
jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor
1809076004830006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten
Pesawaran tanggal 22 Mei 2019 Bukti surat tersebut telah
dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec.Pardasuka Kab.
Tanggamus, Nomor 146/39/1V/2004 Tanggal 26 April 2004, bukti surat
tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi
tanda P.2;
2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI-1, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN PESAWARAN, di

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah ayah kandung Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah sendiri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak

yang sekarang ada dalam asuhan Penggugat;
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- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar satu
kali;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak tahun 2016
yang lalu;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat
bertengkar satu kali;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2016,
setelah bertengkar Tergugat langsung mengembalikan Penggugat
kepada saksi selaku orangtua Penggugat;

- Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat pisah karena Tergugat
selingkuh dan Tergugat mengakuinya didepan saksi, dan Tergugat
menyatakan kepada saksi bahwa Tergugat berat untuk meneruskan
rumah tangga, sehingga Tergugat menyerahkan Penggugat kepada
saksi;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak ada
komunikasi lagi, namun pemberian nafkah hanya untuk anak saja;

- Bahwa belum Pernah di damaikan oleh kedua keluarga;

- Bahwa saksi hanya memberi nasihat saja;

- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Saksi 2, SAKSI-2, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Cikantor Jaya Il Rt/Rw
001/007 Desa Sinar Harapan kecamatan Kedondong kabupaten
Pesawaran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah tetangga Penggugat sejak Penggugat kecil;
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah milik Penggugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak
yang sekarang ada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang tidak lagi;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

- Bahwa dua bulan sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan yang
bernama Nining;

- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat sering main kerumah
perempuan tersebut yang mengarah keperselingkuhan ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
tahun 2016 lalu;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat
pulang kerumah orangtuanya;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa pernah diusahakan berdamai oleh saksi satu kali dan Tergugat
mengakui kalau benar Tergugat selingkuh, namun tidak berhasil
karena Penggugat tetap ingin bercerai;

- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan
menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga
dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap
menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa selain upaya perdamian tersebut, maka untuk
memenuhi kehendak dan perintah dari ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, atas
persetujuan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menunjuk dan
memerintahkan Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan yang bernama M.
Natsir Asnawi, S.H.l., M.H., untuk menjadi mediator dalam perkara ini, dan
berdasarkan laporannya yang disampaikan secara tertulis menyatakan
upaya perdamaian melalui proses mediasi telah dilakukan secara maksimal,
namun kedua belah pihak tetap bersikeras dengan pendiriannya masing-
masing, sehingga tidak berhasil didamaikan, dengan demikian proses
mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, Bahwa dalam surat gugatan, Penggugat telah
mengemukakan alasan-alasan dan/ atau dalil-dalil yang secara lengkap telah
tertuang dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan
sebelumnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan-persidangan
selanjutnya Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan
tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya,
meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sesuai
maksud Pasal 151 R.Bg. pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dan putusan

perkara ini dapat dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat secara contradictoir;
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Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya,
sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg juncto KUHPer 1865), Majelis
Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk Penggugat telah mengajukan alat bukti surat
P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang
dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil,
serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat
(volledig en bindende bewijskracht), Majelis Hakim berpendapat bukti P.1
dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula
dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal
dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan
Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat
(1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berwenang
untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta
autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil
dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat (volledig en bindende bewijskracht), Majelis Hakim berpendapat
bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan
harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa
Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah
sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya,
Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara
ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi
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yaitu: SAKSI-1 dan SAKSI-2, keduanya telah memberikan keterangan
sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah
memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak
bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat
(1) R.Bg juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan
Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, junctis Pasal 134
Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat
diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi berdasarkan
pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran
sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta
telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan
demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat
materiil, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai
bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalii dan alasan gugatan
Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan
pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat
sendiri oleh saksi, ternyata saksi pertama hanya dapat menjelaskan
akibat hukum (Rechts Gevolg) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pisah tempat tinggal dan sejak
saat itu keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri,
serta saksi tersebut tidak mengetahui sendiri perihal penyebab pisah
rumah dan terjadinya pertengkaran yang menjadikan mereka tidak rukun
sebagai alasan untuk bercerai. Meskipun demikian, sesuai dengan
Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005,
keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan
suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) mempunyai kekuatan hukum
sebagai dalil pembuktian; Sedangkan saksi kedua, dapat menjelaskan

penyebab (Vreem de Oorzaak) dan akibat hukum (Rechts Gevolg) dari
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ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni
adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan
Tergugat, karenanya keterangan  saksi-saksi tersebut dapat
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi
ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang
terkandung di dalamnya bersifat bebas (vrij bewijs kracht). Dan berdasarkan
Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi
Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran
yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan
Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan penyebab
perselisihan yang diakibatkan Tergugat egois dan tidak mau mendengarkan
pendapat Penggugat tidak terbukti, Namun, berdasarkan gugatan
Penggugat, yang didukung bukti tertulis, serta keterangan 2 (dua) orang
saksi, Majelis Hakim menemukan fakta—fakta hukum sebagai berikut:

1.Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat
bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gedong Tataan;

2.Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah;
3.Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

4.Bahwa sekurang-kurangnya sejak awal Tahun 2016 rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini sudah tidak rukun lagi,
karena sering berselisih dan bertengkar;

5.Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

6.Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat
dan Tergugat, sekurang-kurangnya sudah pisah selama 3 (tiga) tahun dan
selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan

kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 557/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga
Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan
Tergugat, telah pula dilakukakan upaya musyawarah keluarga untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena

Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di
atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan
Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (broken marriage)
sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt) dalam
membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga tujuan pernikahan untuk
membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana
dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat
ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak
keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak
berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan
Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang
memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya
Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam
kitab Al-Igna juz Il halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis

sebagai berikut:
dith b)) ade b lga gl dagill 4 ) ate 21E) g
Artinya: “Di saat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap

suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami)

nya dengan talak satu;
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Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi
rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada
harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang
lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat
diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah
Figiyah;

CJI.m.d\ s e ?"3‘ Aildal) ¢ 43

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil
kebaikan”

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak rukun, ditandai dengan telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus, serta telah diupayakan upaya damai
secara maksimal dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan
perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tidak
disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad),
maka sesuai Pasal 149 (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan
dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan
sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak
melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat
sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum

Islam;
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Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan
Agama Gedong Tataan adalah talak satu bain sugra, talak mana
dijatuhkan berdasarkan permintaan Pengggugat sebagai istri, maka
sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas
istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan
bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah
baru;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat
telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan
berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P antara Penggugat dan
Tergugat tidak pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap
Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT)

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp. 661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Gedong Tataan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 Masehi
bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh Dadi Aryandi
sebagai Ketua Majelis, M. Natsir Asnawi dan Masriah Hi Salasa, masing-

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu
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juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Eliyati Sury, S.Ag, M.H.
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya

Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

M. Natsir Asnawi Dadi Aryandi

Masriah Hi Salasa
Panitera Pengganti,

Eliyati Sury, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :
- Pendaftaran Rp  30.000,00
- Biaya Proses Rp  50.000,00
- Panggilan Rp  550.000,00
- PNBP PanggilanRp 20.000,00

- Redaksi Rp  10.000,00
- Meterai Rp 6.000,00
Jumlah Rp 666.000,00

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).
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